BAB IV

ANALISISTERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR: 38/PUU-IX/2011

A. Analisis Terhadap Putusan MK No. 38/PUU-1X/2011 Tentang
Perselishan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian
Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perktaa
sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebihluamnengetahui secara
obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagaardputusannya
Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, nselarus
memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya hags memuat
ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yaegabgkutan atau
sumber hukum baik formil maupun meteriil yang diath dasar untuk

mengadili.

Dalam hal perkara permohonan uji materiil undandaung
(judicial review ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan bankai
dengan kewenangan untuk mengadili, dan keduduk&anmyemohon
sebagai pihak yang kewenangan konstitusionalnyagidian dengan

berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuiji.

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi kaitannyangda

peradilan agama adalah ketika Mahkamah Konstitesakakan pengujian

! SudiknoMertokusumoHukum Acara Perdata Indonesidpgyakarta: Liberty, 1993,
him. 164.
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atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang werda, yang
diajukan oleh Halimah Agustina seorang warga Megtekhususnya
mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penkeamwang dipandang
merugikan hak konstitusional Pemohon seperti yaijgmih di dalam

konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai tentang kewenangan Mahkamah Konstitusandal
melakukan pengujian Undang-Undang maka penulis gwerakan acuan
dasar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyata&hwd “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertataa terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-mgdrhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembagaradN yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasagmutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisistentang hasil

pemilihan umum”.

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang NdioFahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tdiabah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubakes Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kaosstitembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutngabdit UU MK)
yang menyatakan bahwa “ Putusan Mahkamah Konstieisifat final,
yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung berkiskudukum tetap

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain ydapgat ditempuh.
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Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi daléngdang-Undang ini

mencakup pula kekuatan hukum mengilkaia{ and binding’”.

Serta diterangkan pula dalam Pasal 29 ayat (1)f leutundang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kmlaak{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnysebdit UU
48/2009), salah satu kewenangan konstitusional kiakk Konstitusi
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terajkaig putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhad#mdang-Undang

Dasar.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang rDasa

merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Malhkigorestitusi.
1) Pengujian Formal
Pengujian secara formal secara singkat disebutd@ksal 51 ayat (3)

huruf a, yang menyatakan pemohon wajib mengurademgan jelas

bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republikohadia
tahun 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengw@tas
dasar kewenangan dalam pembentukan Undang-Undangrasedur
yang harus ditempuh dari tahdmfting sampai dengan pengumuman
dalam lembaran Negara yang harus sesuai dengantuateyang

berlaku.
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2) Pengujian Materiil
Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Dalam permarho
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wagiigunaikan
dengan jelas bahwa “materi muatan dalam ayat, pdesalatau bagian
undang-undang dianggap bertentangan dengan Undadany Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945” mengatuatentji materiil
dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/ataanbagdang-
undang yang dianggap bertentangan dengan UndangrgnQasar
1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidakmpunyai
kekuatan mengikat secara hukum. Yang boleh digf jnanya ayat,
pasal tertentu atau bagian undang-undang saja Wekayssekuensi
hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yamggiap bertentangan
dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak meygwkekuatan
mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai [@sdl dan
bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkétean tetapi
dengan membuang kata yang merupakan bagian kaliatat pasal
tersebut makna pasal tersebut dapat berubah saksi BN
dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangargan Undang-
Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kelaakselain
MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraam peradilan
politik. Lembaga ini berwenang menguji UU terhaddp/D, undang-

undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh mastayang merasa
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hak konstitusionalnya dirugikan jika Undang-Undanigu jadi
dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakatadindhwa Undang-
Undang itu bertentangan dengan norma hukum yang daalasnya,
misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Uji undamdang ini dapat
berupa uji material dan uji formil. Uji material @pla yang dipersoalkan
adalah muatan materi undang-undang yang bersamgksgdangkan uiji
formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedngpsahannya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili peonana
quo karena dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa opeman
pengujian formil maupun materiil undang-undang yasighohonkan
seseorang yang memiliki kedudukan hukum dan diamgikhak
konstitusionalnya atas diberlakukannya undang-umdatersebut
merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Secara faktual perkara permohonan pengujian Untemgng
(judicial review)adalah perkara yang telah banyak diadili dan dgkeno
oleh MK2® Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian
konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD nakap cerminan
prinsip konstitusionalisme dan negara hukum seb@mza di kukuhkan

dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

? Taufiqurrohman SyahuriTafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukudakarta: Kencana
Prenada Media Group, Cet-ke I, 2011, him. 112.

* 43 perkara pengujian undang-undang terhadap UUDB 1€lah diputus oleh MK pada
tahun 2011. Lihat laporan kinerja Mahkamah Konstitahun 2011 diakses pada situs MK, yakni;
, pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2012, P@ub0 Wib
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Meski pengujian undang-undang merupakan salahnsekanisme
kontrol terhadap produk lembaga legislatif, perayujiersebut tidak bisa
datang atas inisiatif MK, tetapi harus ada pihakhgyanengajukan
permohonan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkanaatsttusi dalam
ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan pemohoratagahak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusi@ainygikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelomamg yang
mempunyai kepentingan sanfa).

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masip dialu sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negasatlan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

c. Badan hukum atau lembaga prifat.

d. Lembaga Negara.

Ketentuan tentang kedudukan hukum pemohon sejakis®ut
Nomor 006/PUU-III/2005 atau disebut juga PeraturdfK No.
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemgujadang-

Undang, kerugian hak dan/atau kewenangan konsfitakisebagaimana

* Menurut Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kemm@ggaraan Republikindonesia,
warga negara Indonesia adalah orang-orang bangemdsia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai wargaranePenjelasan pasal 2 tersebut
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orangsé Indonesia asli adalah orang
Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia s$ejihirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Keteriantang siapa yang termasuk WNI, tunduk
pada Pasal 4 UU Kewarganegaraan. Lihat Prof. KusRantjosewojo, S.HPedoman Pelajaran
Tata Hukum Indonesiadakarta:Sinar Grafika Cet-ke XI, 2008, him. 117.
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yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memielimla syarat,

yaitu:

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Remoyang
diberikan oleh UUD 1945.

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebeh dtemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undanghgyadi
mohonkan pengujian.

c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionael&t harus
bersifat spesifik dan actual atau setidak-tidakmpaensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan sdadi.

d) Adanya hubungan sebab akibatsal verbanp antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang diniamn
pengujian.

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pevmam,
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitussapeerti yang
didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dapat diperalh pemohon
dalam perkara pengujian Undang-Undanguo, maka menurut hemat
penulis Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudokhukum sebagai

pihak pemohon.

Perkara pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang périan yang
diajukan oleh Halimah Agustina merupakan penguyamg diajukan oleh

individu yang terdapat hubungan sebab akilwaisial verbangd antara
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kerugian hak konstitusional pemohon dengan berkgkumdang-undang
yang dimohonkan pengujiannya. perkara pengujian abgdJndang
adalah sengketa hukum publik yang hakikatnya adatik berkaitan
dengan pihak-pihak yang kepentingannya bertabrakbagaimana dalam

perkara keperdataan.

Kepentingan yang dimohonkan dalam perkara pengujiaaang-
Undang adalah kepentingan yang luas menyangkutnkegan semua
orang oleh karena Undang-Undang yang digugat adalatu peraturan
yang mengikat umum terhadap segenap warga negaduaK sifat
putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undaragahdmengikat
para pihak yang sedang bersengketa, tetapi mengikaim. Jadi
meskipun hanya satu orang yang memohon pengujiatangaUndang
dan putusan MK menyatakan suatu Undang-Undangritenigan dengan
UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak berlakikanpautusan tersebut

mengikat umum.

Penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umuarush
dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidencederai rasa
keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukiam prinsip kesamaan
di hadapan hukum, dalam prinsip daya laku hukumsyematkan bahwa
suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampyamgkau setiap
dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesantaagplan hukum
adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orakepbdukan sama

di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukummndanperoleh
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kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintalragip Resamaan di
hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsgpk@nstitutif bagi
terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum.

Pada bagian sebelumnya penulis telah menguaraikatang
kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hylemmohon maka
dalam melihat substansi putusan Mahkamah Konstihesigenajudicial
review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawpeaulis
akan menganalisis masalah ini yang mengacu padasgut Nomor

38/PUU-IX/2011.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3B8APU
IX/2011 yang telah penulis uraikan pada bab sebayanbahwa Pasal 39
ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974atem perkawinan
sepanjang frasa, Antara suami isteri terus menerus terjadi persbhsi
dan pertengkarahjustru memberikan salah satu jalan keluar kesidatu
perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan kapsErtkawinan sudah
tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sedizk tmemberikan

kepastian dan keadilan hukum.

Undang-Undang tidak mengenal perceraian berdasarkan
persetujuan, melainkan harus ada alasan-alasan digegtgpkan secara

limitif dalam undang-undany. Dan perceraian hanya dapat terjadi

5

Mukti Arto, Praktek Perdata pada Pengadilan AganYaogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000, cet-ke Ill, him. 218.
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berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undatapgndan harus
dilakukan di depan sidang pengadifan.

Sedangkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nbifanun
1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “untulkn&bln perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istrilétki akan dapat hidup
rukun sebagai suami-istri”, ketentuan ini menuajulbahwa perceraian
harus didasarkan pada alasan-alasan yuridis yamgais&uat. Adapun
untuk memutuskan apakah suatu perkawinan dapattaty@kan atau
tidak karena alasan yang yuridis sebagaimana th&hr dalam undang-
undang merupakan kewenangan hakim untuk menilai dan
mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukypardidangan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yarmgniperi
keadilan seadil-adilnya dalam lingkup peradilannyatuk memutuskan
suatu perkara membutuhkan waktu yang lama agamngarutusan yang
telah keluar tidak merugikan bagi pihak manapunlaiba Negara
demokrasi, lembaga kehakiman atau peradilan daknvabai sektor dan
tingkatannya merupakan keharusan mutlak. Segakamedan sengketa
ketika sudah sampai ketangan Negara mestilah dakén secara hukum
perundang-undangan yang berlaku. Dan semua wargar&dlenempunyai

hak dan kedudukan yang sama dihadapan hdkum.

® Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agala&arta: Sinar
Grafika, cet-ke II, 2003, him. 215.

’ Masdar Farid Mas'udiSYARAH KONSTITUSI UUD 1945 Dalam Prespektif Islam
Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet-ke I, 2010, him. 125.
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Menurut Mahkamah Konstitusi sendiri bahwa tujuanka@inan
adalah membentuk rumah tangga bahagia dan kek&in@l) sebagai
tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinamgysejatinya juga
merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalarkawinan untuk
membangun sendi dasar dari susunan masyarakatsibgdan sejahtera
lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya teaddmk dan kewajiban
hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijgnjinygi oleh masing-
masing pihak suami istri dalam rangka pencapaipramudimaksud, baik
tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujualardaurut sertanya
membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Sedangkan menurut MK bahwa undang-undang perkawidak
bertentangan dengan UUD 1945. Dan justru perkawinarerupakan
wujud dari hak konstitusional setiap warga negamagyharus dilindungi
dan dihormati oleh setiap orang. Sebagaimana tencadalam Pasal 28B
ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap oranbdkemembentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawiyang sah”.

Dengan demikian perkawinan yang telah dilaksandkamslah
bersifat harmonis, langgeng, dan abadi, sehinggaipakan kewajiban
kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan rumahg&amyg. Namun
demikian negara juga berkewajiban memfasilitasi bapa tujuan
perkawinan tersebut tidak tercapai dan dengan ral@stentu perkawinan
harus berakhir maka lewat lembaga peradilan kemgara tersebut

diberikan.
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Dari uraian sebelumnya mengenai pertimbangan Hulkvika
dalam memutus perkara tersebut sudah seharusnga dalitusannya
memberikan ruang gerak dan keadilan bagi suami-iging dalam
keadaannya tidak mungkin bisa disatukan lagi dalsatu ikatan
perkawinan. Putusnya perkawinan dengan lembaganaéao atau dengan
putusan pengadilan adalah wujud dari peninjaun kdéimterhadap
persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikht&um berupa
perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu pihek le¢duanya.

Menurut penulis peraturan yang dituangkan dalanalP28H ayat
(2) UUD 1945, merupakan ketentuan mengenai tinggi&kgmaan hak dan
kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tica&ngurangi
kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dategka kepentingan
nasional atau kepentingan masyarakat luas, yalam pglaksanaan hak
konstitusional seseorang tidak mengganggu hak kasisinal orang lain.

Artinya bahwa pembentukan undang-undang meskiputaldmnya
mengandung norma atau materi yang dianggap membdtak
konstitusional seseorang, namun sesungguhnya tssdbté merupakan
bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dasamgka melindungi
segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertibenum,
kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsaidaebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum daladargd-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adadaswujudan

pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikéeh dAJUD 1945
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khususnya hak untuk membentuk keluarga dan mekamuketurunan.
Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga ysaggat
menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang lzahtgi sejahtera,
maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalamsyarakat itulah yang
akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia mengsliarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yarmetduk adalah keluarga
yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak $ejah mustahil akan
terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakeg gejahtera.
Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalangan
amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentanigagan UUD 1945,
karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muayamg
mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorangk unelakukan
perceraian, akan tetapi undang-undang perkawinamaber bagaimana
sebuah perceraian seharusnya dilakukan sehingghakakonstitusional

seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak kosistital orang lain.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MK No. 38/PUU-IX/2011
Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan nggnta
permohonan uji materiil UU 1/1974 tentang perkawinadapun dari
pemaparan pada bab tersebut ada tiga pertimbangieumhyang
merupakan kunci pokok yang digunakan Mahkamah Kiosstalam
menghasilkan putusannya. Dalam uraiannya dapatatiie bahwa
dalam satu perkawinan terdapat beberapa faktor yaegyelimuti
suatu perkawinan, antara lain, pergaulan dalam murtengga
perkawinan mhu’'asyaral) dari suami-istri. Sebagai salah satu faktor
yang dapat menjadi pupuk kebahagiaan suami-isiti Bahkan jadi
penyebab timbulnya permusuhan dan kebencaadawah wa al
baghdha). Ketika sedemikian itulah terjadi perselisihan nda
pertengkaran terus menerus sehingga sulit dihanapkdup rukun
kembali. Dalam keadaan seperti inilah maka ikasdmr Ibatin dalam
perkawinan dianggap telah pecalsyigag, broken marriage
meskipun secara ikatan lahir hukum masih ada,pagkawinan yang
demikian sudah tidak bermanfaat lagi bagi keduatbgdihak dan
keluarga. Bahkan bisa saja hal tersebut malahujusgmbahayakan
keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah tangga adalaiul
organisasi yang didasari oleh ikatan Ilahir dan nbatiimana

didalamnya terlibat dua orang manusia yaitu pria denita yang
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diikat oleh tali perkawinan, yang kemudian dari qgnagh terlibat pula
anak-anaknya yang dilahirkan akibat pernikahanbigsdekukuhan
dan kelestarian perkawinan itu sendiri terletak gp&ésiapan dan
kerjasama antara suami dan istri. Masa depan geneaau yang
dilahirkan hanya bergantung pada peran suami tistsebut dalam
mendidiknya.

Jadi rumah tangga adalah susunan struktur yangp hidia
adalah miniatur kehidupan masyarakat yang ditujukamtuk
mengekalkan keturunan. Oleh karena itu, salah pakok yang
sangat penting dalam kehidupan manusia yang haresdapat
perhatian serius adalah rumah tangga. Kedudukarahrutangga
dalam masyarakat dan Negara sangat penting s&8ebab apabila
rumah tangga dalam suatu Negara berjalan baikutedan harmonis
yang selalu diliputi oleh rasa kasih sayang antggatanya pasti akan
memperkokoh kestabilan Negara serta akan memparlansaha
tercapainya Negara yang adil, makmur, dan sejahtera

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada enam asas iasgpip
dalam Undang-Undang Perkawinan, yd&itu:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejdmgan

firman Allah Swt:

74y m |08 HOQY,ONIOEB @ e[HIRCRY du
S I HE HAEw ¢ =RHAS

® Djoko Prakoso dan | Ketut Murtikézas-azas Hukum Perkawinan di Indonekisarta:
Bina Aksara, Cet-ke 1, 1987, him.14.
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Artinya..

¢ ORBGAEXI 4940
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu dangupaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benatapet
tanda-tanda bagi kaum yang berfiki(QS. Ar Rum: 223

2. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama da

kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinas daratat.

3. Asas monogami sejalan dengan firman Allah Swit:

2w D +C 08 BIOAEC+GETa a0, ..
ITOB 28 QAL BONKE o S BITNHE
RN B RNACE V00 NONE>He0
B0 0.0r=D e X 3w [N SheEsqIAMZE

... 0RO B @0

Artinya: “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu segiandua,

tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak rakiapat
Bel(r)laku adil, Maka (kawinilah) seorang sajéQS. An Nisa’
3)

4. Tujuan perkawinan akan dapat mudah dicapai apdieldua

mempelai telah masak jiwa raganya.

5. Mempersulit terjadinya perceraian.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan deak

kedudukan suami, baik dalam pergaulan rumah tamggapun

dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demgdgala

324.

° DEPAG RI,Al-Qur'an dan Terjemahannys&Semarang: Karya Toha Putra, 1996, him.

%bid, him. 61.
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sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan gharnudkan

bersama oleh suami istri, sejalan dengan firmaatABWT:

SHOGT @ FYARTEOHN ...
B BXOE€IN000IB % o OOQYXY
SHOGO $ L QA7 o BOXNOEHN o $0

.. ¢x20BO®dN@a I o # AN =
Artinya: “...(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daraga apa
yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (puna ad
baq?gian dari apa yang mereka usahakaiQ3. An Nisa’:
32)

Keistimewaan tersebut dapat dimaklumi karena kejjaha
rumah tangga itu timbul berdasarkawawaddahwarrohmah Sejalan
dengan keenam asa di atas, apabila dalam suatin namgga mulai
terjadi percikan api yang menyulut terjadinya pksgen dan
pertengkaran terus menerus harus ada penyelesaiam anasalah
tersebut.

Dalam kondisi yang demikian maka hukum harus member
jalan keluar untuk menghindari keadaan yang teibwang tidak
diinginkan 6addu al dzari’al, jalan keluar inilah yang dimaksud
dengan putusnya suatu ikatan perkawinan yang ké&eklua belah
pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan kamraeraian atau
dengan putusan pengadilan.

Sebelum adanya pembaruan hukum Perundang-undangan
Hukum Perkwinan di Indonesia, aturan yang digunadadah aturan

yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Bahkan kakita cermati

" bid, him. 66.
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secara mendalam pada umumnya para ulama fikih deerpendapat
dalam penetapan hukum suatu kasus. Bahkan dalanpubasnya
perkawinan ada beberpa pendapat yang berbeda. gekopertama,
menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkararn sudagingkari
tujuan perkawinan yang membentuk keluasgkinah, mawaddah,
warrohmah Kelompok kedua berpendapat, perselisihan dan
pertengkaran tidak dapat menyebabkan alasan jaditarak™

Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dalam hukum Islam dikiemgan istilah
(syigaq). Dalam hal ini katasyigaq diatur dalam Al Qur'an surat

Annisa ayat 35 yang berbunyi:

@M e Q. A SHheEs AN ZLIANOX Jm |
o SOB & & O

SIMONHE o TOERIOQ BIUDPAD AHAa g 0o
ST HE a4 TOEROSO OYEHNFrLO]
LRNOOKBRO WO Lo BNV RErLOLL
+Forde  HEGerc®0RO o+ OREHTORD
AForde OHRO # 6 DNIOK &5¢ B N0 ¢
FCOBONEARE o COONHER ¢§) AXI@D

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keludedalaki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jikaueatang
hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaljah A
memberi taufik kepada suami-isteri itu. SesunggahAjtah
Maha mengetahui lagi Maha Mengena{QS. An-Nisa’: 35)°

2 Pendapat kelompok kedua ini adalah pendapat nmagqrara fugaha, termasuk ulama
penganut Madzahibul Arba’ah, yaitu Hanafi, Malyafi’'l, dan Hambali. Lihat juga dalam buku
Khoirudin NasutionHukum Perkawinan & WarisarYogyakarta: Academia, 2012, him. 166-174.

 Departemen Agama RAJ-Qur'an Dan Terjemahanny&emarang: Toha Putra, Edisi
Revisi, 1989, him. 144,
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Dalam penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk
lembaga Peradilan Agama berdasarkan Undang-UndagoiN 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenagggawlili
perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam donesia. Dalam
bagian yang mengatur tentang pemeriksaan senglatavgnan,
permohonan cerai karena terjadi percekcokan teereras gyigaq
dalam pasal 76 UU No. 7/ 1989, ayat 1) apabila gungaerceraian
berdasarkan atas alasayigaq maka untuk mendapat putusan
perceraian harus didengar keterangan saksi-sakg parasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat suami isyat &) pengadilan
setelah mendengar saksi tentang sifat persengkatdara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluargsingrmasing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pengertiarsyigagmenurut Undang-Undang Peradilan Agama,
masih banyak dijumpai beberapa permasalahan datgr@rgpannya
terutama dalam penerapan kapan terjadsyygaq Terdapat pendapat
yang mengatakasyiqagq terjadi bila perselisihan atau pertengkaran
suami istri tidak mengandung unsur membahayakan lolom
sampai pada tingkat darurat maka hal tersebut beisgbutsyiqaq
Namun terlepas dari mengenai ukuran dan kapandieyj syiqaq
dalam proses penegakan hukumnya, diterapkan lenslyagrgdalam

hukum Islam adalah bertujuan untuk mendamaikanmanemukan



84

solusi alternatif kepada suami istri sehingga kesabali rukun dalam
membina rumah tangga dan bukan sebagai alasarrgarce

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alagamaka
sebagai bukti harus didengar keterangan saksi-gakgj berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suamisdri tersebut.
Perlu diingat bahwa keterangan saksi di sini bextihgan maksud
Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR yang yusielarang
keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sedzdgai’

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya oledl Pasyat
(2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan lanasng-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agamgatakan
bahwa setelah mendengar keterangan saksi tenfahgeaisengketaan
antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat mekgh seorang
atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atauprang lain
untuk menjadihakam Hakam ini adalah orang yang ditetapkan
Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihakakgh istri atau
pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian peikal terhadap
syiqaq Jadi perarhakamini dapatlah dikatakan sebagai pendamai.
Mengingat pengangkatannya oleh pengadilan, tdratikiam dalam

pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepadagieny'>

" http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ca20c6®e65/tentang-saksi. di akses
pada tanggal 27 April 2013. Pukul: 15.00 Wib

> Kamal MuchtarAsas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjrikarta: Bulan Bintang,
Cet-ke I, 1974, him. 173-175
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Dalamsyiqaq suami istri berselisih dan sudah tidak mungkin
rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyéasan yang kuat
untuk bercerai, sedang suami bersiteguh mau mekaerga'® Oleh
karena itu, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2@®6ang
peradilan agama, gugatan perceraian dengan asysgaq diajukan
oleh pihak istri.

Selanjutnya tentang pembuktian dalam gugatan isalP26
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradigama
menentukan sebagai berikut :

1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas aky@gaq maka
untuk mendapatkan putusan perceraian harus didekegarangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau oresmgoyang dekat
dengan suami istri.

2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksingergdat
persengketaan antara suami istri, dapat mengarsgkaing atau
lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupungptain untuk
menjadi hakam.

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tab0oe
tentang peradilan agama mengatur bahwa untuk mdikaok
peristiwasyigaqdipergunakan alat bukti :

1) Keterangan saksi-saksi.

'® GatotSuparmono, Hukum Pembuktian di Peradilan AgamadBag: Alumni, Cet-ke
I, 1993, him. 67.
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2) Saksi berasal dari keluarga atau orang-orang gakgt dengan
para pihak.

Perselisihan antara suami dengan istri merupakaatu su
peristiwva yang sifatnya rahasia di dalam kehidupamah tangga,
sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisaok kepentingan
pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Beastersebut hanya
dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan beratdsngbat kejadian
dengan melihat dan mendengar sendiri peristiva@eh karena itu
peristiwa syiqaq lebih mudah dibuktikan melalui saksi. Kemudian
undang-undang menginginkan saksi-saksi itu diajukarasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan ss#if i

Saksi dari keluarga suami-istri itu, yaitu kelumsgdarah dan
semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan Pisayat (2)
HIR, misalnya anak, orang tua, ipar, dan mertua, mamng
diperkenankan menjadi saksi dalam perkara persatiskedua belah
pihak tentang keadaan menurut Hukum Perdata, skaangrang-
orang yang dekat dengan para pihak, yaitu pembambhah tangga
atau tetangga mereka. Orang-orang tersebut olefangaghdang
dipandang mengetahui peristiwvanya sehingga bolajuldin sebagai
saksi.

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tab0oe

tentang peradilan agama, Hakim Pengadilan Agamastdiksikan

7 1bid, him. 68.
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bahwa dengan mendengar keterangan para saksi &keyetahui sifat
persengketaan, yang maksudnya Hakim harus dengéndan
bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh marseji@han suami
istri tersebut?®

Kalau perselisihan itu sifatnya sudah mengancamahum
tangganya akan tidak jatuh lagi, di sini Hakim kergabatannya
berwenang mengangkaéiakamdari masing-masing pihak. Undang-
undang mensyaratkan bahwakamyang diangkat berasal dari pihak
keluarga ataupun orang laidakamyang berasal dari pihak keluarga,
dimaksudkan karena dengan adanya hubungan kelitatgh yang
bersangkutan diharapkan benarbenar dapat meny&rsaigasnya
dengan sebaik-baiknya, sedangkaakam yang berasal dari orang
lain, agar dicari orang yang memahami dan mampujatagkan
tugasnya sebaghakam®®

Sebagaimana diketahui bahwa tugasakam adalah
mengadakan perundingan dengdmkam lainnya. Jadi setelah
Pengadilan Agama mengangketkamdari pihak istri dan dari pihak
suami, maka parahakam melakukan tugasnya mengadakan
perundingan. Apabila dalam perundingan itu phekam berhasil

merukunkan kembali pasangan suami istri, maka thdwadua belah

*® Ibid, him. 69.
¥ Ali Yusuf As-Subki, FIQH KELUARGA Pedoman Berkeluarga dalam Islalakarta:
AMZAH, Cet-ke I, 2010, him. 324
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pihak yang bersengketa telah terjadi perdamaidnngga Pengadilan
Agama memutus perkara dengan putusan perdartfaian.

Sebaliknya apabila dalam perundingan phakam ternyata
gagal merukunkan suami istri yang berselisih, daneka bersepakat
untuk memutuskan hubungan perkawinan, maka catlegggpakatan
tersebut disampaikan kepada Hakim yang memeriksikanme
selanjutnya Hakim Pengadilan Agama menceraikan &kedami istri
itu dengan menetapkan jatuhnyalak satu dari suami kepada
istrinya?*

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulislad
bahwa ditolaknya permohonan uji materiil undanganyl
perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujaki
persamaan dan keadilan hukum. Karena apabila kautubmah
tangga sudah tidak dapat dipertahankan maka lewdtisan
pengadilan cara paling efektif dalam penyelesaiannpalam
pertimbangan putusannya MK sudah sesuai dengannmhuglam
yakni memberi jalan keluar penyelesaian perkaraguaran dengan

alasarsyigaq

%% | bid, him. 326.
! bid, him. 328.



